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Penelitian ini membahas tentang BUMN sebagai badan hukum yang didirikan
oleh negara untuk mengelola potensi kekayaan alam dan cabang-cabang usaha
strategis yang tidak dikuasai oleh pihak swasta dengan tujuan utama mengejar
keuntungan dalam hal modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
dari APBN. BUMN sebagai badan hukum memiliki harta kekayaan karena
BUMN merupakan subyek hukum baik untuk hukum perdata maupun pidana
sehingga mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia alamiah adanya. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan Undang-Undang yang tepat
dijadikan sebagai landasan yuridis pengaturan kekayaan BUMN/Aset Negara
serta apakah Aset BUMN memiliki legitimasi dijadikan sebagai Jaminan
pemberian penjaminan Lembaga Keuangan Asing. Penelitian ini menggunakan
tipe yuridis normatif dengan pendekatan masalah menggunakan Conceptual
approach, Statute approach, dan Case approach. Bahan atau sumber hukum yang
digunakan adalah UU Dasar-Negara -Republik Indenesia tahun 1945, KUHP, UU
No. 16 Tahun 2004 -tentang BUMN,UU. Nomor: 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan-UU Negara Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun
2003 Tentang Keuangan-Negara.
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This study discusses the State-Owned Enterprises (BUMN) as a legal entity
established by the state to manage natural resources and strategic business
branches not controlled by private individuals with the main goal of pursuing
profits from state assets separated from the State Budget. As a legal entity, BUMN
has assets because BUMN is a legal subject in<both civil and criminal law,
thereby having rights and obligations like any other natural person. The purpose
of this research is to know the legal basis for regulating BUMN/State Assets and
whether BUMN assets have legitimacy as collateral for foreign debt guarantees.
This research uses a normative legal approach with a problem-solving approach
using Conceptual approach, Statute approach, and Case approach. The legal
materials used are the 1945 Indonesian Constitution, the Criminal Code, Law No.
16 of 2004 on BUMN, Law No. 1 of 2004 on State Treasury, and Law No. 17 of
2003 on State Finance."
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